
 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 45 TAHUN 2013 

TENTANG 

TATA CARA PENYETORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK, BADAN, 

LEMBAGA KEUANGAN ATAU KANTOR POS YANG DITUNJUK 

MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI 

 BENDAHARA PENERIMAAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 187 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan 
Penerimaan Daerah disetor ke Rekening Kas Umum 
Daerah antara lain melalui Bank, Badan, Lembaga 
Keuangan dan/atau Kantor Pos oleh Pihak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf a, perlu menetapkan  Peraturan Gubernur 
tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pertanggungjawaban 
Bank, Badan, Lembaga Keuangan Atau Kantor Pos Yang 
Ditunjuk Melaksanakan Sebagian Tugas dan Fungsi 
Bendahara Penerimaan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 
1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 
Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 

 

SALINAN 



 2 

 

 

  4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);  

  5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1); 

  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 3 Tahun  2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang  Pembentukan   Organisasi  dan  Tata Kerja Dinas  
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Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 45); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 32); 

  13.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 33); 

  14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 
Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 35); 

  15.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 36); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN  GUBERNUR TENTANG TATACARA 

PENYETORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK, BADAN, 

LEMBAGA KEUANGAN ATAU KANTOR POS YANG DITUNJUK 

MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI 

BENDAHARA PENERIMAAN. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Gubernur ini  yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah.  

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja selanjutnya disebut 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah.  

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah. 
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7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan  
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah.  

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.  

9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
dipimpinnya.  

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah Pejabat Pengelolaam Keuangan Daerah yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum 
Daerah.  

11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas 
Daerah.  

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah ditentukan oleh Gubernur 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan 
Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, 
dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

15. Surat Ketetapan Pajak  Daerah yang selanjutnya disingkat  
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat keterangan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis 
lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha 
tetap termasuk Pemerintah serta TNI/Polri. 
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BAB II 

PENUNJUKAN BANK, BADAN, LEMBAGA KEUANGAN 

DAN/ATAU KANTOR POS YANG BERTUGAS 

MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI 

BENDAHARA PENERIMAAN 

Pasal 2 

(1) Gubernur dapat menunjuk bank, badan, lembaga 
keuangan dan/atau Kantor Pos yang bertugas 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara 
Penerimaan. 

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
Keputusan Gubernur. 

 

BAB III 

TATA CARA  PENYETORAN DAN PENATAUSAHAAN 

PENERIMAAN 

Pasal 3 

(1) Penerimaan Daerah yang disetor ke rekening kas umum 
daerah disetor langsung ke bank menggunakan Slip 
Setoran/Bukti Setoran lainnya yang sah.  

(2) Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah 
(SKPD) kepada Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau 
Kantor Pos dan Wajib Pajak/Retribusi. 

(3) Bank yang ditunjuk, badan, lembaga keuangan dan/atau 
Kantor Pos menerima pembayaran sejumlah uang yang 
tertera pada SKPD/SKRD  dari Wajib Pajak/Retribusi 
kemudian membuat Bukti Setoran dalam rangkap 3 (tiga) 
masing-masing: 
a. lembar ke-1 diserahkan untuk BUD; 
b. lembar ke-2 diserahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi; 

dan 
c. lembar ke-3 untuk Bank, Badan, Lembaga Keuangan 

dan/atau Kantor Pos menerima. 

(4) Bank, Badan, Lembaga Keuangan dan/atau Kantor Pos 
menerima Slip Setoran/bukti penerimaan lainnya yang 
sah dari Wajib Pajak/Retribusi atau mendapatkan 
salinannya dari Bank atau menggunakannya sebagai 
dokumen sumber dalam penatausahaan penerimaan 
bersama-sama dengan SKPD/SKRD. 

 

BAB IV 

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 4 

(1) Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau Kantor Pos 
mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang 
diterimanya kepada Gubernur melalui PPKD selaku BUD. 
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(2) Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau Kantor Pos 
menyampaikan pertanggungjawaban secara fungsional 
kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya dengan melampirkan: 
a. buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup 

pada akhir bulan berkenaan; 
b. SKPD/SKRD; dan  
c. slip Setoran/Bukti penerimaan lainnya yang sah. 

(3) Laporan pertanggungjawaban Bank, badan, lembaga 
keuangan dan/atau Kantor Pos oleh PPKD dilakukan 
verifikasi, evaluasi dan analisis dalam rangka rekonsiliasi 
pendapatan. 

(4) Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir 
tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja 
terakhir bulan tersebut. 

 

 BAB V 
PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

Ditetapkan di  Palangka Raya 
pada tanggal  22 Maret  2013  
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

AGUSTIN TERAS NARANG 

 
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 22 Maret  2013  
 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI  KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 

 

SIUN JARIAS 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 45 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

 

 

AMIR HAMZAH K. HADI 

 


